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Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diduga terkait atau terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama,
anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung harus merupakan
atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Unsur pengawasan sebtagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
berasal dari Inspektorat.

Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
berasal dari Sekretariat Daerah sebagai pengemban fungsi dan tugas
kepegawaian.

Unsur pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan pejabat structural/fungsional tertentu yang
ditunjuk berdasarkan surat perintah dan memiliki kompetensi sesuai
dengan ruang lingkup dan jenis Pelanggaran Disiplin.

Pasal 25

Susunan keanggotan Tim Pemeriksa terdiri atas:

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. Paling sedikit 1 (satu} orang anggota.

Pangkat dan /atau jabatan PNS yang menjadi anggota Tim Pemeriksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh rendah dari pangkat
dan/atau jabatan PNS yang diperiksa.

Pasal 26

Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran

Disiplin dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang

bersangkutan dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh)

hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana

ditentukan dalam surat perintah pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh)

hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana

ditentukan dalam surat perintah pemeriksaan.

Dalam hal diperlikan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat diperpanjang untuk waktu paling

lama 14 {empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan.

Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) diajukan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari sebelum jangka

waktu pemeriksaan berakhir.

Permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) digjukan secara tertulis oleh:

a. Atasan Langsung kepada atasan yang lebih tinggi secara berjenjang;
atau

b. Tim Pemeriksa kepada Bupati.

Pengajuan  Permohonan  perpanjangan waktu  pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis disertai

dengan alasan perpanjangan wakrtu pemeriksaan.



Pasal 27

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsgng,
Tim Pemeriksa atau Pejabat Yang Berwenang Menghukun:x dapat meminta
keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 28

Dalam hal diperiukan untuk kepentingan pemeriksaan PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, PNS dapat dibebaskan sementara dari tugas

jabatannya.

BAB VI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 29

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus
menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

a. berita acara pemeriksaan; dan/atau

b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 30

(1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.

(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan Atasan Langsung atau
Tim Pemeriksa.

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani
berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi
kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.

(4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak mendapat koreksi, PNS yang bersangkutan harus
memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.

(5) Dalam PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia
memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Atasan
Langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut
pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui
atasan dari Atasan Langsung.

(6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

(1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
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(4)

(5)

(6)
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Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data
pendukung.

Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit
terdiri atas:

a. fotokopi Keputusan kenaikan pangkat terakhir;

b. fotokopi Keputusan kenaikan gaji berkala terakhir; dan

c. fotokopi Keputusan jabatan terakhir.

Laporan hasil pemeriksaan PNS yang diduga melakukan tindak pidana
dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melampirkan:

a. fotokopi surat perintah penahanan; dan

b. fotokopi Keputusan pemberhentian sementara.

Laporan hasil pemeriksaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan
Pengadilan berkekuatan Lokum tetap, selain melampirkan data
pendukung sebagaimana cimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus
juga melampirkan:

a. fotokopi Keputusan pemberhentian sementara;

b. fotokopi Putusan Pengadilan; dan/atau

c. fotokopi surat pelaksanaan Putusan Pengadiian.

Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 32

Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS dilakukan oleh Pejabat
Yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan
dan/atau laporan hasil pemeriksaan.

Format keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Dalam hal atasan dari Atasan Langsung secara berjenjang sebagai
Pejabat Yang Berwenang menghukum maka Atasan langsung atau Tim
Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang
kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil
pemeriksaan ditandatangani.

Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menetapkan Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin
dan salinannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah serta
tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang membidangi
kepegawaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.
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Format laporan kewenangan penjatuhan Hukuman ' Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Dalam hal Pejabat Yang Berwenang Menghukum merupakan Bupati,
maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil
pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
denagan tembusan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal
laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.

Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati
dengan melampirkan pertimbangar terhadap usul penetapan
penjatuhan Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh
satu) hari kerja terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
Bupati menerbitkan Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam
waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Pasal 36

Atasan Langsung menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada
PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung
kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} dilakukan secara
tertutup disertat dengan berita acara penyerahan Keputusan Hukuman
Disiplin.

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus disertai dengan berita acara penyerahan
Kepu*tusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Berita acara penyerahan Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama, tanggal dan
tanda tangan penerima Keputusan Hukuman Disiplin.

Dalam hal PNS atau orang lain vang menerima Keputusan Hukuman
Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia
menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan
Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara
penyampaian. '

BAB VIII
UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Jenis Upaya Administratif

Pasal 37

PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan
kepadanya dapat mengajukan Upaya Administratif,
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Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Keberatan;dan
b. Banding Administratif.

Bagian Kedua
Keberatan

Pasal 38

PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dapat
mengajukan Upaya Administradf berupa Keberatan atas Penjatuhan
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)
huruf a kepada Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
Pengajuan Keberatan atas Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat
Keberatan atas Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Surat Keberatan atas Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} tidak dapat diajukan jika Penjatuhan
Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat dilakukaa oleh Bupati.
Surat keberatan atas Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak diajukan jika Penjatuhan Hukuman
Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
PNS dilakukan oleh Bupati.

Surat Keberatan atas Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Hukuman

- Disiplin diterima.

Tembusan surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada:

a. Pejabat Yang Berwenang Menghukum;

b. Pejabat yang membidangi kepegawaian; dan

c. Bupati.

Bagian Ketiga
Banding Administratif

Pasal 40

PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dapat mengajukan
Upaya Administratif berupa Banding Administratif atas Penjatuhan
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)
huruf b kepada BAPEK dengan tembusan kepada Bupati.

Pengajuan Banding Administratif atas Penjatuhan Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam
bentuk Surat Banding Administratif atas Penjatuhan Hukuman
Disiplin.




(3) Surat Banding Administratif atas Penjatuhan Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan
Hukuman Disiplin diterima.

(4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan
tanggapan dan/atau bukti Pelanggaran Disiplin dalam jangka waktu
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal
tembusan Banding Administratif diterima.

BAB IX
PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 41

Keputusan Hukuman Disiplin yang tidak dapat diajukan Upaya
Administratif berupa Keberatan mulai berlaku sejak tanggal Keputusan
Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.

Pasal 42

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dapat diajukan Upaya

Administratif, pemberlakuannya ditentukan sebagai berikut:

a. apabila tidak terdapat Upaya Administratif Keputusan Hukuman
Disiplin mulai berlakv pada hari ke 15 (ima belas) terhitung sejak
tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima; dan

b. jika terdapat Upaya Administratif berupa:

1. Keberatan maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai
berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan atas Keberatan
ditetapkan; atau

2. Banding Administratif maka Keputusan Penjatuhan Hukuman
Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanpgal Keputusan Banding
Administratif ditetapkan.

Pasal 43

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat
yang membidangi kepegawaian.

BAB X
PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 44

(1) PNS yang dalam proses penjatuhan Hukuman Disiplin dikenai
pembatasan hak kepegawaian berupa:
a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
b. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi; dan
c. tidak dapat diusulkan atau ditkutsertakan promosi jabatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai
dengan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum ditetapkan.




Pasal 45

PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang tidak dapat diusulkan
atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi
jabatan dengan ketentuan Jjika Hukuman Disiplin berupa:

(1)

(2)

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun pembatasan

hak kepegawaiannya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku;

- penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun pembatasan hak

kevegawaiannya berlaku selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak
tanggal Keputusam Penjatihan Hukuman Disiplin mulai berlaku;
atau

- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun,

pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani
Hukuman Disiplin.

Pasal 46

PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat dikenai pembatasan
hak kepegawaian berupa tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan
dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan.
Pembatasan hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan jika Hukuman Disiplin:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun,
pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani
Hukuman Disiplin;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 12 (dua
belas) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan
Hukuman Disiplin mulai berlaku;

C. pembebasan dari jabatan pembatasan hak kepegawaiannya berlaku
selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan
Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku; atau

d. peniberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
pembatasan hak kepegawaiannya berlaku sejak Proses Penjatuhan
Hukuman Disiplin sampai dengan tanggal Keputusan Penjatuhan
Hukuman Disiplin mulai berlaku.

Pasal 47

Dalam hal seorang PNS yang diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rend

» Atasan Langsung terlebih dahulu harus memperhatikan formasi

jabatan dan kompetensi dari Sekretaris Daerah.

Pasal 48

(1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PNS ternyata tidak ditemukan alasan

dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:




(2)

a. Atasan Langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang
menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah; atau

b. Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada Bupati
untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PNS yang
bersangkutan tidak bersalah.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum jika Atasan

Langsung bukan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.

Pasal 49

Calon PNS yang dalam proses penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang
atau berat, calon PNS yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai

Pegawai Negeri Sipil.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Pasal 50

PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif tidak diberikan
kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala serta tidak disetujui
untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkan Keputusan yang
mempunyai kekutan hukum tetap.

PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} berupa Banding Administratif, yang
bersangkutan tetap mencapatkan gaji sepanjang melakukan tugas.
Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) PNS harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS
yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara
berjenjang.

Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan

surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, PNS yang

bersangkutan diberhentikan sementara.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian
penyidikan atau penuntutan oleh pihak yang berwajib; atau

b. ditetapkannya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hokum tetap.

PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak diberikan penghasilan.




Pasal 52

(1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 diberikan uang pemberhentian semantara sebesar 50% (lima
puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum
diberhentikan sementara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(2) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian
sementara.

Pasal 53

(1) PNS yang telah mendapat Putusan Pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
berencana, yang bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung
mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap.

(2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 54

(1) Atasan Langsung menyampaikan usulan pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 secara berjenjang kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja terhitung sejak tanggal usulan ditandatangani dengan tembusan
disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.

(2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menetapkan keputusan pemberhentian sementara dalam waktu
paling lama 14 {empat belas) hari kerja terhitung sejak surat usulan
diterima.

(3) Pejabat  Pembina Kepegawaian menyampaikan keputusan
pemberhentian sementara kepada PNS yang bersangkutan dengan
tembusan kepada Insnektur, Kepala Perangkat Daerah yang
bersangkutan dan Pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 55

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara ternyata tidak
terbukti bersalah berdasrkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau
Putusan Pengadilan, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai
Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 56

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara telah selesai
menjalani pidana dan berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang
Menghukum tidak diberhentikan sebagai PNS, keputusan pemberhentian
sementara harus dicabut.




